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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATENACEH TAMIANG
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KABUPATENACEH TAMIANG

BISMILLATTRRAWMANIRRAHIM
DENGANRAAMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

| BUPATIACEH TAMIANG,

fnimbang : & behwa  dalam renska pelaksanann Undang-Undang
H Nomor 32 Tahon 2004 teatang Pemerintahan Daerah
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 8
Tahuo 2005 tentang Penetapan Peratuzan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Talun 2004
Tentang Pemerintaha Daersh menjadi Undang-Undung den
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Temerintahan
Acch, dipandang peclu menata kembali Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam
Kabupaten Acch Tamiang sesuai dengan karakieristik,
polensi, kebutuhan dan kemampuan Dacrah;
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bahwa berd, pertimk i Eimaksud
pada huruf a, perfu membentuk Qanun tentang Penatasn
Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintuh Kecamatan
dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Acel: dan Perubahan
Peraturan Pembentuken Propingi Surnatera | ara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 3041} sebeyaimana telah diubah |
dengan Undang-tndang Nomar 43 Tahur 1999, (Lembazan
‘Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomar 1 6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3890)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Dacrah Istimewa
Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomer 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 teatang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Goyo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang {Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
Uﬂdﬂng Umfang Nomor 10 Tabun 2004 tentang
rtutan Perund, d (Lembaran
Nugam Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4389);

. Undang- U.udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang




Pemerintshan Daerah schagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor § Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengantt Undang-Undanp Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubzhan alas Undang tindang:
Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tabun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintsh Pusat dan
Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 4438);

Undang-Undsng Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemcrintah dan Kewenangan Propinst
sebagai Dacrsh Otonom. (!embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomeor 54, Tambahan Lemberan
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tenlang
Pedoman Orpanisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembardn Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ), dan

Qamun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun
2003 tentang Susmman, - Kedudokan danKewenangan
Pemerintah Kecamaian dalam Provinsi Nangproe Aceh
Darussakam.




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAXRAH KABUPATEN ACEH TAMEANG

dan )

BUPATIACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG  PENATAAN  SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN DAN  KELURAHAN DALAM
KABUPATEN ACEI TAMIANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qamnini yang dimaksud dengan ;

A Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerall sehagai unsur
Penyclengpara Pemerintahan Dacrah;

Bupatiadalah Bupati Aceh Tamiang;

o

d. - Wekil Bupatiadslah Wold] Bupas Acch Tamiang;

e. - Sckretariat Daeral lischut SETDA adalah Sekretariat Dageah
Kabupaten Aceh Tamiang;

: o Sckretaris Dacrah selanjutnya disshut SEKDA adalzh Sekrefarls Dacrsh
Kabupiten Aceh Tamiang;

g Kecamatan merupakan wilayah kerja' Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Aceh Taiitiang;

b Camatadalab Camat dalam Kabupaten Acsh Tamiang;

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Acch Tamiang

yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunysai batas tertentu

dan harta kekayan sendiri, betkedudukan langsung dibawah Camat;

e




i.  KepalaMukim yang sclanjutnya dissbut Kepala Mukim adalah Kepala Mukim
dalam kecamatan; .

k. Keluhan merupakan wilayah keja Lurah sebagai perangkat daerzh
kabupaten dalam wilayah Kecatnatan;

I Lurahadalah Lursh dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
Kampung adalah kesatuan masyarakat njkum yang mempunyai organisast
pemerittahan terendsh langsuag berada dibawah muldm § 1t wilayah
fertentu yang dipimpin ofeh Datok Penghol dan berhak mengelenggarakan
wrnsan rumah tangganya seadiri dan
Datok Penghulu udalah Datok Penghht dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunen Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan dan Kelurshan dalam Kabupaten Acelt Tamiang.

BAB IO
PEMERINTAH KECAMATAN
¥ Bagian Pertama =~ « .,
Kedudukan
Pasal 3

| Kecamatan merupakan wilayah kerja Camnat sebagai Peranghat Dasrah Kabupaten,
! dipimapin oleh Camat yang berarda di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati
melalui SEKDA
Bagian Kedua
Susunan Orgavisasi

Pasal 4

(1) Susunsn Orpanisasi Pemetintah Kecanatan terdiri dai
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a, Camaty

b. Sckretaris Kecamatan;

¢ Scksi Pemerintahan dan Ketertiban;

d. Seksi Pernbanguinan Masyarakat Kampung:

e. SeksiKessjaleraan Rakyat, Sosial dan Budaya;
£ Seksi Pembinaan Syariat Islam dan Adat Istiadat;
g

Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h Kelurahan.
Bagan Struktur Ozganisasi P imah K dalam Aceh

‘Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran | merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Qanun ini.
Paragraf 1
Camat
Pagal 5

Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggmy jawab kepada Bupati melalni SEKDA.

(_amat mempunyai tugas melak kan intahan yang
impahkan oleh Bupati uniuk Msgag;luwuwmmmmldamah
Seiam lugas “.bngmmana rlmmksud pads ayat (2), Camat juga

men umnun p than meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegi bherdayaan ik

b. Mengkoordinasikan upaya pes ketentraman dan kelertiban
R,

¢. Mengkoordinasikan penerapan ‘dan pencgakan Peraturan Penndang-
mdangaﬂ.,

;i [\um k ikan pemelil dan fasflitas pelayanan umum;

inasi kepiatan pemerintahen di tingkat

[N

Kecarnatan,

f Membina penyelenggaraan pamennm]mn Mukim, Kampung dan/atm
Kehmihan dzm

& L yang menjadi ruang linglap Wigasaya

Janvataza yang belum dapat dilaksanakan pemerintalian Mukim, Kampung

atau kelurahan,




Pasal 6
Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat

a. 1 dan fugas-tugas | intat wrmm, pemt dan.
kc:uasyaﬂlkm}m.
b, T m, K kelurat
¢ Pembi k wuumdankmbﬂﬂ !
d. Pembinaand lessian masalah pertanal :
e Pembi b ekonomi dan kek 1an ling} hidup:
£t F it IF pemuda dan olah raga;
z PLmbLn&m]:mcjathanwmf
h  Pemnbinsan pelaksanaan Syariat Islam;
i Pembinaan dan pengembangan Adat-Istiadat,
i B program, pembi imimistrasi/ketatausahasn Sek
Kecamatan; dan
k! Peayel kedi Tninnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf2
Sekretariat Kecamatan
Pasal 7

(1) Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorarg
is yang selanjutnya disebut e 0 yang berada dibawah

dan bertanggumg jawab kepada Camat;
(2)  Sekrctariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camet dalern melaksanakan
lngarxmyelenhnmanpemanmahan pembinaan dan koordinasi administrasi/

dan memberi pel teknis administrasi kepada selunil
perangkat apmalurl(mmamn
Pasal 8
Untuk ir ikan tugas sebagai di maksud dalam Pasal 7, Sekretariat

Kecamatan mempunyai fungsi:




2. Penyusunan rencana kerja di bidang administrasi dan pelayanan - teknis

admimstratif;

b.  Pelaksanazn pengelol dministrasi pemerintahan K

€. Pengelolaan tata usaha, administrasi, key dan, keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga;

d.  Pengkoordinasian pelaksanaan dan pelay dimin

e. Evaluasi dnnPn!apomndub}d:u:gadmmﬁtml dnnpelavnnanddmuus&w sdan
£ Pelaksapaan fugas-tugas kedinasan lainmya yanp diberiken Camet sesuai dengar
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pemerintahan dan Ketertiban

Pasal9

(1); Seksi Pemerintshen dan Ketertiban adalah unsar pelaksana pemerintah
* Kecamatin dibidang emerintzhan dan ketertiban iy
(2)  Seksi Pemennmhan dan Ketertiban di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang

berada di bawah dan bettanggungjawab kepada Camar,

Pasal 10

Seksi Pemerintahan dan Kc’(fmhau mempunyai tugas melakuken pembinaan dan
mengkoardinasikan kegiatan pemerintahan, administrasi, kependudukan, pertanatian,
ketertiban dan ketentraman.

Pasal 11
Untuk menyel tugas sehagai dimaksud dalam Pasal 10, Seksi
Pmae.mtahmdan!{caembamncmpmwaiﬁmsi
a P programdan pemt 1 pemerintahan Umom

Mukim, Kampung/Kdumhnn smahu:mban,
b, Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
¢ Penyiapan bahan koordinasi pelaksanzan tugas di bidang pemerintahan;
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Pelaksanaan pembinaan ketertiban umumi;

Evaluasi dan pelaporan peeksanaan tugas;dan

Pelaksanaan togas-tpas K edinasan [ainnya yang diberikan Camat sesuai dengan
bidang tugasiya.

Paragraf4
Seksi Pembangunan Masvarzkat Kampung

Pasal 12

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung adalah unsur pelaksanaan
pemerintahan Kecamatan di bidang pem? masyarakat desa;

Seksi Pembangunan Masyarakat Kammung dipimipin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanpoung jawah kepada Camat,

Pasal 13

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung mempunyai tugas melakukan pembinaan
| perckonomian Kampung/keturahan serta lingkungan hidup.

a

b

£

Tasal 14
| Untuk ¥ kan tugas sehagail dimaksud  dalam Pasal 13, Scksi
| Pembangunan Masyarakat Kampung mempunyai fungsi:
Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat
lurahar;
Pembinaan Lingkungan Hidup;
Penyysunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang p'cmbangurlaﬂ
masyanzkat Kampung:
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan.
e.  Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai

denganbidang tugasnya.




i * Paragraf 5
Seksi Kescjahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya

Pasal 15

' () ScksiKescjahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksanaan
pemerintahan Ky i bidang kesejal leyat, sosial dan hudays;

(2)  Seksi Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala
Beksi yang herada di bawah dan bertanggung jawab kepara Camat.

Pasal 16

Seksi Kesejahteraan Raloyat, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan
pemnbinaan dan pengkoordinasian urusan kescjahieraan sosial dan budaya.

Pasal 17

Untuk 1 1 kan tugas schapai dimaksud  dalam Pasal 16, Selesi
Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

A Pelaksanasn pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;

b, Penyusunan bahan keordirzas tugas di bidang Kese 1 ralcyat,
sosial dan budaya;

€. Pembinaan dan hadap misast sosial/k lleatan dem
Lembaran Swadaya Masyarakat

d. P s dan Penar T arm dan

e Evaluasi dun pelaporan pelaksansan tugas;dan
£ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf
Seksi Pembinaan Syari’at Islam dan Adat Istiadat




Pasal 18

(1) Seksi Pembinaan Syari'al Islam dag Adat Istiadat adalah unsur pelaksanaan
pemerintahan Kecamatan di bidang Pembinaan Syariat Islam dan Adat Istiadat,

(2)  Seksi Pembinuan Syariat Islam dzn Adat Tstiadat dipimpin oleh seorang Kepela
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 19

Seksi Pembinaan Syari’at Islam dan Adat istiadat mempunyai tugas melakukan
pemnbinaan dan pengkoordinasian nrusan Syari’at Istam dan Adat Istadat

Pasai20

Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksed dalam Pasal 19, Seksi
Pembinasn Syari*at Islam dan Adat Istiadat mempunyai fanpsi:

Pelaksanaan pembinaan Syeri'at [slam dan Adat Istiadat,

. Penyusunan bahan koordinasi pelalsanaan tuges di bidang Syari’at slam dan
Adar Istiadat,

Penyel dan Pembinaan kehid b dan kehidupan adat,

=

n

' 4. Denyslengaaraan pendidikan agama dan peran ulama dalam pentapan

kebijukan dacrah;

Evaluasi dan pelaporan pelaksansan tugns,dan

£ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Tupati sesuai
dengan bidang tugasnya,

o

Paragrap 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tantiang
mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan
kebutuban, .




)

Pasal 22

Kelompek Jabatan Fungsional tediri dari sejumlahtenaga fungsinmlyangdiam
dan ditetap berdasarkan Peraturan Penmdang-undangan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional vehagmmmdtmaksud pﬁd!ﬁ)’ﬂ( (1) dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan
bertanggung jawab kepada Camat;

(3) Tumlzh Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4)  JTenisdan jenjung jabatan Fungsional sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diatas
diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;dan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan
Penundanp-undanpan.

BABRIV
PEMERINTAH KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 23

(1) Kelurahan merupakan wilayahkerja Lursh scbagai Perangkat Dacrah Kabupaten
dalam wilayah Kecamatan.

(2)  Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung Jawab
kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24
Kelurahan mempunyal tugas kan sebagian yang dilimpahkan

Camat kepada Lurah schagai perangkat dgerah Kecamatan.




Pasal 25

i Untuk 1 tugas sebagal dimaksud dalam Pasal 24, Kelurah
-] mempunyai fimgsi:

£ a. Mdak&mknmdmmﬂm-hadap;a]amya?emmnmmkdumhan pelaksanasn
1 dan ketertiban kemasyarakatan;

b, Molakulan tugas dibidang pembengunan dan pembinzan pemberdayaan
perempuan, pembinaan pelaksanaan Syariat Islam, pembinaan kesejalteraan
sosial dan kesejaltteraan masyarakat yang menjadi tanpgung javahnya;

¢ Melakukan usaha gotong royong dalam pmungk,mnpammpan dan swadaya

masyarakat;
d Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban

wilayah,din
€. Penyek tugas-tugas kedi Tnin yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

i Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 26

(1) Susunan Qrgansinsi Kelurahan terdiri dari ;
¥ a Lurah

b. Sekretaris Kehurahan; -

©. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pemnbangunan;

e. Seksi Kesejahteraan Ralyat;

(2)  Bagan Struktur Organisasi Pemerintah  Eclurahan dalam kabupaten Aceh
. Tamiang sebagais dalam Lampisan 11 ipakan bagian yang
tidak terpisahkan dar Qanun ind.
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Paragrafl
Lurah

Pasal 27

Iumhmanlpun}:llfugm 3y k intah daeral yang
dilimpahkan b meliputi penyelengyzaraam pemerintah,
kemasyarakatan.,

Lusah metpunyai fugss:

a. Penyusunan progran kerja kelurahan;

b. Pelak koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan olch
perangkat pemerintah  Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan
adnumsu’astpermnhh

c. Pelal pembinaan pemerintahan, pemb dan
kcmasyamka‘fﬂn

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat,

& Pc]:ﬂcsarmanpemhmm penyelenggaramkcmahhaanrﬂqat;

£ Pelak 1dan k dan
g Pelak \zas-tugas kedi lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnys.
Paragraf2
Sekretariat Kelurahan
Pasal 28

(48] SbkrcunﬂKeIum!mnadalahunsurpmnbanur Lurah di bidang penyelenggaraan

administrasi.

(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawzb kepada Lurah.




Pasal 29
Sekretaris Kelurahan mempimyai iclskukan pengkoordinasian penyusunan
prograinkerja, danp 1 administrasi serta memberikan pel teknis
administrasi kepada unit kerja pemerintahan Kelurahan dan masyarakit

Pasal 30

Untuk tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 20, Sekretaris
Kelmahmmmmymﬁmm—

Penyiapan bahan penyusunan program kerja Kelurahan;
l:. Penyiapan bahan keordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat

Kclurahan-
& kegis ! (VlmK.CiL\IH}IﬂU.:
d. Psuympnn bahan p 1 dan dalian terhadap
. rcnyelmwggammgaspemenmmh]{elmhan,
e itrasi kepada keat di Kelmﬂmn,
f nian bahan lapo ! han Kelurahan:dan
g Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang dili oleh Lurah sesuai
dengan bidang tugasnya.
Taragraf3
Seksi Pemerintahian
A Pasal 31
(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan di bidang
pemerintahan,
(2)  Scksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan
bestanggung jawab kepada Lurah.
z Pasal 32
: Seksi Pemerintahan mempunyai tugas urusan p intahan Kelurahan,

 administrasi, kependudukan dan pertanahan.




Pasnl 33

Untuk kan tugas ana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi
Pemmnmtmmemp\myalﬁmgm
a.  Perumusan program kegja pemerintaban;

b.  Penpumpulan, pengolahan dan cvaluasi data di bidang pemerintahan,
administrasi kependudukan dan pertanahan;
{lan bahan dalam rangka pembis k

C.

d Peiayanaupﬁmmgmzm]’BB,

e Penyiapan bahan penyusunan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan & Kelurahan, .

£ P an bahan dan peny Tap 1i bidang pemerintahan dan.

g Pelaksanaantogas-tugas kedinasan lain yang dilimpahilian oleh Lurah sesual dengan
bidang tupasnya.

Paragrafd
H Scksi Pembangunan
Pasal34

Scksi Pembangunan adalah nnsur pelalesana pemerintahan Kelurahan di bidang
Pem ;
Seksi Pembangunan dipimpineleh ssorang Kepala Seksi, berada di bawah dan

bertangpung jawab kepada Lurah.

Pasal 35

[
2

= =

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan,
perekonomizn serta memelihara sarina dan prasarana fisik lingkungan Kelurahan,

Tasal 36
Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi

Pepibanguan mempunyai fingsi:
a  Penyusunan program dan evaluasi data di bidang pembangunan;




b, Pelaksanaan kegun@np&mhmanla:hadap perkoperasian, pangusaha ckonomi

h:rmh dan kegiatan p perekonomiian
. Pek 1 kepada keat di bidang b
;d. Pelaksanaan kegialan pwlﬁwuw :wzdamdwpanmpanma:.ymknidalm
. kegiatan pem

e Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pcmhang\m:m serta menjaga dan
memelihara sarana dan prasarana fisik Iingkup Kelurahan;
£ Pembinaan dan penyiapan behan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah
- Pembangunan Bormitea Masyarakat (MPBM) sctinigkat Kehuraban;
g Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pembangurian;dan
h. Pelelsanaan tugas-tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Lurah sesuai dengan

bidang tugmsnya,
Paragrafs
Selsi Kesejuhteraan Rakyat
Pasal 37
(1) SeksiKesejab Ralcyat adalah unsur pelaksana i Kehurahandi
bidang Kesejahteraan rakyal;

(2)  Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bmda di
,  bawah dan berfanggung jawab kepada Lurah.

' Pasal 38
 Selesi Kesej Rakyat i tugas kegiatan i bidang.
| kesejahteraan rakoyat.
Pasal 39
:Untukm nyel kan tugas i dimaksud dalam Pasal 38, Seksi
K&wjﬂhﬁﬁ&mﬁﬂqﬂmﬁmﬂ\lﬂy&{ﬂm@
kepada kat di bidang Kescjahlerasn rakyat;

b. PE_[BkEHIlﬂBn pembinaan kaguatan di bidang keagamaan, kesehatas, kglugrga




bcrmcanadanpeudidik’:m masyarakat;

o peng dan penyal dana/bantuan  terhadap korban
bencamalamﬂ-mbem;am lainnya,

d. Pelaksanaan pembinaan kegiatan PKX, Karang Taroa, Pramika, danulgmm
masyarakat lainnya; -

e, Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang
kesejahteraan rakyat; dan

£ Pelaksanam tugas-tgas kedinasan yang dilimpahkan oleh Lurah sesuai dengan
bidang tugastiya.

Paragraf 6
Kelompok Jubatan Fungsional
Pasal 40
Kelompok Jabatan Fungsional i1 laksanakan sebagian tugas dan

fungsi camat sesuai denpankeahlian dan. kebutuhen,
Pasal 41

(1) KeiumpnkiabmanFung;smnalsebqg;umam dimaksud datarn Pasal 40, terdiri
dari e dalamjenjang, jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagal
kel id bidang keahliannya;

(2) Setiap kcinmpak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
fenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab kepada

5 Camat;
() Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan ber dasarken
kebutuhan den beban kegja;
(4)  Jeuisdan Jenjangjabatan fungsional sehegai timaksud pads ayat (1) diatr

sesuai dengan ketentuan peratuean perundang-undangan.
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BAB V
KEPEGAWALAN"

e 7T Pasald2

Camat adalah Jabatan Eselon 1l a;

Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah adalah Jabatan
TselonTV.a;

Sekretaris Kelurshan dan Kepala Scksi Kelurahan adalsh Jabatan Eselon IV.b;

- Pasal 43

(am\ldaﬁn;}:a( dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Dacrah.

dan Kepala Seksi Kecarnatan diangkat dan diberhentikan
olch Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
Lumah diangkat dau diberhentikan oleh Sckretaris Daetah atas pelimpahan
kewenangan oleh Bupati atas usul Cameat,
Sekretaris Kelurahan dan Kepala Selsi Kelurahan diangkat dan diberhentiken
oleh Sekretaris Dacrah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsiona) wajib menerapkan prinsip keordinasi, integrast
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupvn anfar
safuan organisasi clalam pemerintahan K ecamalan sesuai dengan tupas pokok
masing- masing,
Dalam melaksanakan tugas Fagal, Sekretans K elurahan, Kepala Seksi Kelurahan
deelumpokInbman Fung.mmﬁbmmwkanmmp koordinasi, Integrasi
isasi baik dalam I g-masing mﬂupunmmrmtuml
orpanisasi pemerirtah Kehmahan sesusi derigan tagas pokok masing-masing.




(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan dan
Kelurshan wajib melaksanakan pengawasin melekat

Pasal 45

(1)  Dalamhal Canat berhel ekretaris, Kecamatan melal pas
Camat yang ditetapkan dengan Peratoran Perundang-undangan yang berdlakay,

(2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan bethatangan, salah scorang Kepala Seksi
melaksanakan tugas-tugas Sekeetaris Kecamatan dengen memperhatikan
Senioritas dan Kualitasnya;

(3)  Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Kelurahan melaksanalean tugas-tugas
Turah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(4) Dalam hal Sckretaris Kelurahan berhalangan, salsh seorang Kepala Seksi
melaksanakan (ugas-tugas Sekeetaris Kelurshan dengan memperhatikan

Senioritas dan Kualitasnya;
(5)" Dl hal Camay'Lursh bohatangan paling lama dalam walct 3 tga) bulan,
Bupati sudah harus o j pkan Camnat/Lurab yang Definitif

Pasal 46

Alas dasar peim‘h-mgan daya guna dan hasil guna masing-] masmg pcjdb.xl dalam
nfalban K tan edan Kelurahan d:

kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dilingkungsn Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Acch Tamiang dan
sumber-sumber [ain yang sah dan tidak mengikat.




BAB VIIL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

i
|
{
1) Padasaal Qanun ini, mulai berlaku segala ketennzan yang bertentanpan dengan
i Qannun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Iagi.
i

|

‘ ) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang peraturan
pelaksanaannys, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan

|1 memperhatikan Peratusan Penndang-undangan yang berlalk.

L

i Pasal 49

i [Qanun Ini mulkx berlaku pada tanggel diundsmgkan,

¢ Agar setiap orang mengefahuinya, memerintahkan pengundangan Quiun ini

i gjmganpenrmpalmnwda]amLm:hamnDamhKabuparenAcch'J‘amimg,

Oitetapkan df Kareng Baru
pada tanggal 20 Marel 20079
T Ve 1426

Pl BUP, EH TA

-
SYAHBUDDIN USMAN

Diundangjan o Karang Bar
pace Brggal | 21 1
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H TAMTANG,

MARZUK, 8R
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